MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 11 7 TAHUN 2022
TENTANG

STANDARD OPERATING PROCEDURE

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menimbang

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 10 ayat (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
telah ditetapkan Standard Operating Procedure Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Perhubungan melalui Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018;

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Komisi
Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik, perlu dilakukan penyesuaian
Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan;

bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632
Tahun 2018 tentang Standard Operating Procedure
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Perhubungan, belum
mencantumkan informasi berkaitan dengan prinsip dan

semangat satu data, bantuan kedinasan atau bagi pakai



Mengingat

informasi, kepentingan perlindungan data pribadi, dan
aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang
Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian

Perhubungan;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran .Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1552, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun

2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa



Menetapkan

PERTAMA

Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 649);

8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun

2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun

2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis
dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 948);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 675);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
STANDARD OPERATING PROCEDURE PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan
Kementerian Perhubungan, terdiri atas:

a. struktur dan tata kerja organisasi standard operating
procedure pejabat pengelola informasi dan
dokumentasi di lingkungan Kementerian
Perhubungan;

b. kewajiban PPID Kementerian Perhubungan;

c. mekanisme kerja; dan

d. kualifikasi/persyaratan personil yang melaksanakan

tugas.



KEDUA

KETIGA

Struktur dan tata kerja organisasi standard operating
procedure pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di
lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Menteri ini, terdiri atas:

1. Atasan PPID,

2. PPID Utama;

3. PPID Pelaksana; dan

4. PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis

Kewajiban PPID di lingkungan Kementerian Perhubungan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b,
disesuaikan  dengan tugas dan kewenangannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai berikut:

1. PPID Kementerian Perhubungan wajib:

a. menyediakan, membuka, dan memberikan informasi
publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan
dan cara sederhana, kecuali informasi yang
dikecualikan;

b. menyediakan informasi publik yang akurat, benar,
dan tidak menyesatkan;

¢. membangun dan mengembangkan sistem
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan
pelayanan informasi publik;

d. membuat pertimbangan secara tertulis setiap
kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap
orang atas informasi publik; dan

e. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas

informasi publik yang dikecualikan.

2. pelaksanaan kewajiban PPID Kementerian Perhubungan

sebagaimana dimaksud angka 1) wajib memperhatikan:

a. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan

menyediakan sarana dan prasarana; dan



KEEMPAT

KELIMA

3.

c. akses informasi publik bagi penyandang disabilitas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

dalam  menjalankan tugasnya, dalam  rangka

mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, PPID

Kementerian  Perhubungan dapat melaksanakan

wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan/atau berkoordinasi dengan

Walidata baik di instansi pusat maupun di instansi

daerah;

PPID Kementerian Perhubungan dapat memberikan

bantuan kedinasan di bidang layanan informasi publik

kepada badan publik lainnya yang meminta, dengan

persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelayanan PPID dilaksanakan pada lokasi layanan

informasi sebagai berikut:

| s

PPID Utama berada di Gedung Cipta Lantai 1 Jalan
Medan Merdeka Barat Nomor 8 atau melalui website
dan aplikasi PPID Kementerian Perhubungan; dan
PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana
Teknis (UPT) berada di masing-masing lokasi dimana
PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT berada.

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA huruf c, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini, meliputi:
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Standar Permintaan Informasi Publik;

Standar Pengajuan Keberatan;

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Penyusunan Daftar Informasi Publik;

Penyusunan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
Pendokumentasian Informasi Publik;

Standar Pengujian Konsekuensi;

Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang
Disabilitas Tuna Netra;



9. Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang
Disabilitas yang Menggunakan Kursi Roda; dan

10. Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang
Disabilitas Tuna Rungu.

KEENAM 3 Kualifikasi persyaratan personil yang melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA huruf d,
sebagai berikut :

1. Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Utama
Manager : Pejabat yang memiliki fungsi
Informasi pelaksanaan komunikasi dan

informasi publik

Manager : Pejabat yang memiliki fungsi

Sistem pengembangan sistem

Informasi teknologi informasi dan
komunikasi

Manager : Pejabat yang memiliki atau

Dokumentasi menguasai dokumentasi di
lingkungan Sekretariat
Jenderal

Pengelola : Seluruh  unit bagian di

Dokumentasi lingkungan Sekretariat
Jenderal

Petugas . Pegawai yang memiliki

Informasi kompetensi dalam  bidang

pelayanan, pengelolaan, dan
penyimpanan informasi serta

fungsional dan kehumasan

2. Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Pelaksana
Manager : Pejabat yang memiliki fungsi
Informasi pelaksanaan komunikasi dan

informasi publik
Manager : Pejabat yang memiliki atau
Dokumentasi menguasai dokumentasi di

lingkungan Inspektorat



Jenderal atau Direktorat

Jenderal dan atau Badan
Pengelola : Seluruh  unit bagian di
Dokumentasi lingkungan Inspektorat

Jenderal atau Direktorat

Jenderal dan/atau Badan

Petugas : Pegawai yang memiliki
Informasi kompetensi dalam bidang
pelayanan, pengelolaan, dan
penyimpanan informasi serta
fungsional dan kehumasan di
lingkungan Inspektorat
Jenderal atau Direktorat

Jenderal dan/atau Badan

Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Pelaksana
UPT

Manager : Unit yang menangani tugas
Informasi dan dan fungsi di bidang
Dokumentasi Ketatausahaan atau Humas di

Unit Pelaksana Teknis

Pengelola . Pejabat struktural/ petugas
Dokumentasi yang membidangi kehumasan
/ketatausahaan /data/

program/ bidang di lingkungan

Unit Pelaksana Teknis
Petugas :  Pegawai yang memiliki
Informasi kompetensi dalam  bidang

pelayanan, pengelolaan, dan
penyimpanan informasi serta
fungsional dan kehumasan di
lingkungan Unit Pelaksana
Teknis



KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN :

KESEPULUH

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA
dibebankan pada:

a. PPID Utama berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan;

b. PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT berdasarkan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-

masing unit kerja.

Pelaksanaan PPID dilaporkan kepada Menteri Perhubungan
secara berjenjang setiap 1 (satu) tahun sekali atau

sewaktu-waktu dibutuhkan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan
pengawasan dalam pelaksanaan PPID di lingkungan

Kementerian Perhubungan.

Pada saat berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018 tentang
Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian

Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Juli 2022

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

¥
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Ketua Komisi Informasi Pusat;

Sekretaris Jenderal;

Inspektur Jenderal;

Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan,;

Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan;

Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan,

Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
Ketua Mahkamah Pelayaran;

Para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan

Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

_AKERATABIRO HUKUM,

4
{4
N
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 117 TAHUN 2022
TENTANG

STANDARD OPERATING PROCEDURE
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. STRUKTUR DAN TATA KERJA ORGANISASI STANDARD OPERATING
PROCEDURE PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

MENTERIPERHUBUNGAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
PERHUBINGAN
PPID PELAKSANA PPID PELAKS ANA PPID PELAKSANA
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERLAN DIREKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KEPALA BADAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN
PPID PELAKSANA L PPID PELAKSANA UPT

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNB




II.

III.

Atasan PPID
PPID Utama
Manager

Informasi

Manager

Sistem Informasi

Manager

Dokumentasi

Pengelola

Dokumentasi

Petugas Informasi

PPID Pelaksana

Manager Informasi

Manager

3] i

Menteri Perhubungan

Sekretaris Jenderal

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi
Publik

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan

Komunikasi Perhubungan

1) Kepala Biro Perencanaan;

2) Kepala Biro Kepegawaian dan
Organisasi

3) Kepala Biro Keuangan;

4) Kepala Biro Hukum;

5) Kepala Biro Umum,;

6) Kepala Biro Layanan Pengadaan dan
Pengelolaan Barang Milik Negara;

7) Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan
Kelembagaan Internasional;

8) Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi
Berkelanjutan; dan

9) Ketua Mahkamah Pelayaran.

Para Eselon III di lingkungan Sekretariat

Jenderal

Pegawai Biro Komunikasi dan Informasi
Publik

Inspektur Jenderal, Para Direktur
Jenderal, dan Para Kepala Badan
Sekretaris Inspektorat Jenderal, Para
Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Para
Sekretaris Badan

Para Eselon II di lingkungan Inspektorat




V.

Dokumentasi
Pengelola
Dokumentasi

Petugas Informasi

PPID Pelaksana
UPT

Manager Informasi
dan Dokumentasi
Pengelola

Dokumentasi

Petugas Informasi

T 10 e

Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan
Para Eselon III di lingkungan Inspektorat
Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan
Pegawai yang menangani bidang
kehumasan di lingkungan Inspektorat

Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan

Kepala UPT

Unit yang menangani tugas dan fungsi di
bidang Ketatausahaan atau Humas
Pejabat struktural / petugas yang
membidangi kehumasan/ ketatausahaan/
data/program/bidang

Pegawai yang menangani kehumasan/
ketatausahaan/data/program di

lingkungan unit kerja



B. MEKANISME KERJA

. .

Standar Permintaan Informasi Publik

Informas:

Pelaksana Mutu Baku
No| Uraian Jems Kegiatan Petugas Keterangan
Masyarakat Bt PPID Kelengkapan Walktu Output
1 |Permohonan Informasi O =", Formulir Informasi| 10 Menit Formulir
Identitas Pemohon
5 Informas:
Memeriksa Syarat- .
7 [ e 7 (KTP/NPWP/Alza | 10 Menit Data
i At Pendirian Badan
| J
Registras: dan Menerushan -- Register
3 |Permonan Informasi untulk di Permohonan 10 Menit Data
Proges Informas
~ Koordinasi dengan
4 | Memproses permohonan Pemilik Informasi | 5 Han Kerja Surat
{Unt Kerja)
: g v Formulir
5 M"‘“’“."““ - iy Pembentahuan | 1 Han Kerja | Formulir
Pembentahuan Tertulis Tertuli
Menyampaikan Permohonan -
S ; Tt Lan 2= Tanda Tenima . Tanda
& |Informas: dan Tanda Terima O o S, 1 Han Kerja Teria




= 1ig=

Standar Pengajuan Keberatan

Mutu Baku
No Uraian Jenis Kegiatan
Masyarakat FFID Atasan FPID | Helengkapan Waktu
& Pormulr
y mmm O — Kebarstan 10 Memit
rdormmts Informan
Formulir
Parmohcnan
Indormasi.
. |Memerksa Syamt-syarat Igentitas Passahen 10 Manit
 |Pengajuan surst Kebsratan Informazi
(KTF/ NPWP/ Alia
Fendirian Fadan
J——
Regictrazi dan : i
3 |ManaruskaniKsberatan | Wﬂ;‘;ﬁ 10 Memut
informasi untuk &i Proses |
FPormulr
Permaohcnan
4 |Mamproses Keberatan Irdformasi. 10 Han Xarja
Ksberatan
Informas
Mambuat Tanggapan atas L E
5 |Kebaratan dalam benuk m:;:am 5 Harl Kamja
Keputasan
= Malaksanalan Hsparusan l:.npm;:}msm 1 Hari Kaja
- [Mamderiean Informaz Publi Tanda TORImA |, poos o
7 o ot : 5 O : 1 Harn Rana
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Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Felaksana Komisi Standar Mutu
; FRID Informasi
G Ragn Pemohon | Pelaksana | PPID Peizksana | PPID Utama "::;" Pusat{KIF) | Kelengkzpan | Wakwu | Owtput
UPT
1 | Apabila tidak mendapatkan i T J——l Surat 30 han | Surat f
tanggapan atas keberatan \ 5 | keberatan keria | gugatan |
yang telah diajukan kepadz P sengheta
stasan PPID dalam jangka
waktu 30 {tiga puluh) han
kerjz sejak keberztap
diterima oleh atasan PPID
#Mau merasa tidak puas
terhadap informas: yang |
diberikan, pemohon '
informasi dapat |
mengajukan sengheta
! Surat gugatan | 1 han
2 | Pengajuan sengketz dan sengketa kerjz | Surat
pemohon ditujukan kepada pengajuan
Komisi Informasi Pusat{kIP) l sengheta
3 | Komsi Informasi Pusat Surat 14 hari
menerima pengajuzn pengzjuzn kerjz / Surat
sengketa Perohon lalu senghata paling | pemberitahu
memberikan surat pem lambat | an kepads
beritahuzan kepada Atasan 100 Atazan PPID
PPID terkant senghata hari
tersebut kera
4 | Atasan PPID menerima ik
pemberitahuan sengksts, i i Surat 1han
Atasan PPID dapat pemberitahua | kera Surat kussa
mewakilkan sengkets atau nkepads atau
memberikan kuasa kepada Atasan PPID disposisi
PPID Utama, PPID
Pelaksana atau PPID
Pelzksana UPT
5 | PPIC Pelaksanz UPT dan Surat L han
PPID Pelaksansz dibantu pemberitzhua | kerjz
oleh PPID Utama n rapat Hazil rapat
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Penyusunan Daftar Informasi Publik

No

Kegiatan

Pelzksanz

Standar Mutu

PRIDUPT

PFID Pa'aksana

PPID Utama

Atasan PPID

Veienghapan

Waltu

PPD UPT membuat
usulan Daftar
Informasi Publik
[DF) Il
menyerzhkannya
pada PPID Pelzksanz

FPID Pelzksana
menerima Daftar
Informasi Publik
(DIP) dari PPID UPT

PPID Pelzksana
menyusun Daftar
Informasi Publik dari
PPID UPT dan PPID
Peizksana turut
membuat Daftar
Informasi Publik lalu
mengajukannyz
kepadz PPID Utama

PPID Utamz
menetapkan daftar
informasi publik
yang telah
dikiasifikasi

Atazan PRID
memberikan
persétupuan
terhadap
pengklasifikasian
informasi yang
diajukan oleh PPID
Utama da'am bentuk
peraturan internal
kementeran

_.|_

Data dan Informasi

Data dan Informasi

Surat usulan daftar
informasi publik

Draf Daftar
Informasi Publik

Daftar Informasi
Publik yang telzh
diszhkan

3 hari kerja

2 hari kerja

S hari kera

1 har kerja

1 harikera

Usulan DiP

Usulan DIP

Susunan Daftar
Informasi Publik

Klasifikasi DI

Draf Daftar
informasi Publik
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Penyusunan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Pzlaksana Standar Mutu
o tagetie s PPIDPelaksana | ooy utama | AtasanPPID | Kelengkapen | wattu Cutput e

1 | PPID UPT membuat Data dan § hari Usulan DIP
usulan Dafrar Informasi C_ i * Informasi kerja
Dikecualikan (DIK) lalu =
menyershkannys pads
PPID Pelaksana

2 | PPID Pelaksans juga '
membuat Daftar
Infermasi Dikecualibkan
DK, serta menerima Surat usulan & hari Surat
Dafrar informasi Cafrar kerja pembertahuan
Dikecualikan (DIK) dari Informasi sudah pernah
PPID UPT Dikecualikan dilakukan up
- lika sudah pernah {DiK} konsekuensi atau
dizakukan uji konsekuens: surat pengantar
sebelumnya maka PRID uji konsekuensi
Peizksana menyampaikan atau usulan
pemberitahuan bahwa Daftar Informasi
sudah pernah diakukan Dikecualikan (DIK)
up konsekuens:
- Jika belum dilskukan uji
konsekuensi maka PPID
Paizkzana menyvampaikan
pemberitahuan kepada
PPID Utama untuk - Undangan uji
ditgkukan uji konsekuensi konzekusns

~Usutan DIK

3 | PPID Utama - Disposisi
memerintahkan PPID Surat 1 han - Draf awal DI
Pelaksana untuk rapat uji pEngantar uji kera Kementerian
konsekuens: konsskusnsi - Berita acars ujl

dan usuian DK konsekusnsi

4 | PPID UPT dibantu PPID
Peiaksana = Undangan Uji | 2 hari <Diraf revizi DIK
menyelenggarakan rapat = konsekuensi kerz Kem&nterian
uji konsekusnsi dipimpin '\_', = Usulan DIK -Beria acara uji
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Pendokumentasian Informasi Publik

Pelaksans

Mutu Baku

FFID Pelaksana
& PPID
Pelaksana UPT

Waktu

=

Mengumpulian dats informasi
car PPID Peiaksana & PPID
Pelzizana UPT yang akan

cidokumentasikar

Nt derriflas ik
pubik yang telah dibuat oleh PPID
Pefsiczana & PPID Pelskzana UPT
€343 bertuk rirgkazan jeriz-jens
setag tast. dan dhecualican)

Dats informaci

Melziukan pemerisaan dats
berupa verficss, orentfias teta
valiasi urtuk menjamin kesslian
inforrasi tersebut

Data Informasi

Melaporan haci pamariczasn
informas yang telah
addasificasikan secun dungen
SEEITFA |sMa-mania. bericala
seuAp caat, gan dikscualiiean)
lkapada Atazan PFID

T
=
l

Daftar Informast)

validaz: cleh PFID Utarma, lalu

Daftar Informas
Publx

Daftar Informac
Pubik yang

ditandarangani

Dafiar Informasi
Publk yang talah
dizandanngsn
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Standar Pengujian Konsekuensi

Neo

FPID Pelakzana
& PFID
Pelaksana UPT

-

Memnts wsulsn berups caftar
irfarmasi dkecualian dari PPID
Peizizana can PPID Peizksars UPT

Mesenma usufan daftar nformas

| Gikecualikan dari PRID Pelaksars &

PPID Pelaksars UPT

hbeas ukan koorcinagi dergar
PPID Utama serta mengeiola
irfarmasi untuk dicasFaasian
kernbali

arau sewakny-walktu dengan
peserta un konsslogans: yang
telan dnsntukar dan
undsngan pitak arb

Dolnarmern dan

Hasil rapar il

Meiaporican draft hazml rapat
s konselcienss pada Atasan

Hastl rapat ua
kanzskuens

Draft nasil rapat
Ui konsdkouensi

Mamyusun draf dafiar
informas: dikscunlikan yang
talah grpumisionn olel Atazan

Draf hacil rapat
wi kesmsalouend

Manstapican daftar informas
yang dimouslican dengan
manerbakran Iura: Lapatusan

FFID Utama




-920 -

Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra

Pelaksana Mutu Baku
No. Abktivitas Informasi PPID
Kelengkapan Waktu Output | Keterangan
Kariu identitas 0 menit Data
lpemohon informasi
KTP, NPWP, Akta
Pendirian Badan
Hukum})
‘oramalir Fomulir
10 menit
t dalam
bentul: hrails
i 10 menit Data
Permohonan
Informas:.
[Koordinasi dengan |5 hani kena | Surat
lmformas.
v
6 ikan armulir "1 harikerjia | Formulir
ritahuan 5
is.
7 ampaikan Tanda tarima s Tanda
enmaan formas: 1 hari kerja | terima
onan informasi
{anda terima




0

Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas

yang Menggunakan Kursi Roda

Pelaksana |Mutu Baku
N Alktivita 2 IPPID
0. L nformasi PPl
Satpam IMasyaraka Kelengkapan Waktu | Output o
Satpem membantu ] [Penysndang
pemohon informasi Imenit  Klisabitas
yang berkursi rogs mendapst
menuju ke ruengsn skses pricritas
| PPID. Apabils pemchon
informasi menggunskan O—"| I
kendarasn telah
tersedia parkir khusus
disabilitas di lingkungen
Kantor Kemenhub
pusst
Pejabat Informasi Kartu identitas 10 Data
imensrims pemaohon pemaohon Imenit
penyandang disabilitas y informasi (KTF.
yang sabelumnys talah [_ NPWP. Akis
2 dizntar oleh petugas l Pendirian Badan
keamanan (seipem) Hukum)
Petuges informasi memerikss Formulir Formulir
kelengkapsn sekaligus fpumohm 10
membarikan formulir 3 informasi i
3 permaohonan informasi LJ
Petugss informas: menerims Fagistar 10 Data
[permoncnan dan penysndang Permokonen Imenit
disabildas (laysnanpricriias) luformasi.
dan melakukan pengisian
farmulir
! 'I__I
5 Petugss Informasi ordinasi dengan |5 han | Surat
memproses mformasi it kerja pemilie  |cerje
informasi.
o]
8 (Membearikan formulic Formulir 1han | Formulic
pemberitshuan terfulis |pereberitahuar frarie
tarmulis.
ST
7 Menysmpeikan penerimasn Tands terima anga
permobienan informasi berups informazi 1 herima
tands terima informasi [hari
lkerjs




Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu

L A

Pelaksana u
. Patugas
L Lgioaionde Satpam Informasi|FRID Kelengkapan |Waktu | Outout
ayaraia Keterangan
Satcam mamopnty 5 Tﬁ’lﬂflﬁdlnﬁ
jpemokon nformasi mand |[disabiitas
ang wna rungu friendapart
menuw ke ruangst [Bes&s proritas)
BT e oL ]
!
[Famaba: miormes ] iy identitas 10 Casia
menetime pemonen 1 e rioman mens
eryandang disabilaas 1 prformasi (KTP
wanz sebefumnvas 1alan Ej HFWE Aana

2 jrizntsr ciah cetugss Fandirian Badsn

Feamanen (salpam; k.

Proses bomunitasi

Briars pemoncn

BEnoan petugas

p=formasi berbasis

uisan sebaoai bentuk

pemernuhan hak

[Fetuga informas memenkss [Formuli = Farmufr
jee'enokacan sekaligus [permakionan "

imembaskan farmiuin e fermey mand

3 jpermehonan informas | !

[Fetuass inforras _.L_l
mambanican pan@iFsan erkeit
formuiir denass cara
atenjuk wiisen 30 formrulic
Eambil memzerikan cerhatan
[chusus ke pemohon hformas
BNY IUNA rungy
glugas informas menerma FLepzaer i} Cata
jeerrmohonan dar penvandsnn Pernmenonen mEn
[disanditas (layanancsoritas] Informasi
jaBr malprusan pangsian
Fonmuhr o] .CI

3 -

5 ﬁem;.“ Infa~~asi [Koardinast denrar |5 han | Surat
Imamprosas ~formasi iz etz pemilik  |kena

jirformaess

a Plambanean farmolr armukir 1 hari Earrrulic

jcamiEamMaruEn 1870 E e Daritzhtis rans
[ErtiLlis
| | -

T [iesyampa can penenmass 1 [Tandz terimz anga
icarmohonan informas beruoa 1 hefoomres: ’ Fenma
tancs terima —formas) | mari

| ki bt
=

Salinan sesuai dengan aslinya

IRO HUKUM,

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI




